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DASAR HUKUM PENGELOLAAN MIGAS SAAT INI

Hak penguasaan negara atas sumber daya alam
(Pemahaman Mahkamah Konstitusi atas Pasal  33 ayat (2) dan (3) UUD 1945):

•Merumuskan kebijakan (beleid)
•Pengaturan (regelendaad)
•Pengurusan (bestuurdaad)
•Pengelolaan (beheerdaad)
•Pengawasan (toezichthoudendaad)

UU MIGAS No. 22/2001
Putusan MK 2004 dan 2012

HULU

(Bab IV Pasal 11 

s.d Pasal 21)

HILIR

(Bab V Pasal 23 

s.d Pasal 30)

Perpres 9/2013

SKK MIGAS

Pasal 49

PP 67/2002

tentang BPHMigas

Pasal 60 huruf a

PP 31/2003 

tentang Pertamina

Permen ESDM 

Bidang Hilir

Permen ESDM

Bidang Hulu

PP 36/2004

jo PP 

30/2009

PP 35/2004 jo 

PP 34/2005 jo

PP 55/2009
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KERANGKA REGULASI 
SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

LEGISLASI KERANGKA REGULASI

UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH

PERATURAN/

KEPUTUSAN 

PRESIDEN

PERATURAN/

KEPUTUSAN 

MENTERI

JUKNIS DIRJEN

NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL

UU Nomor 22 Tahun 2001 

tentang

Minyak dan Gas Bumi

PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang

Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi

PP Nomor 31 Tahun 2003 tentang

Pengalihan Bentuk (Pertamina)

menjadi Perusahaan 

Perseroan (Persero)

PP Nomor 67 Tahun 2002 tentang

Badan Pengatur Penyediaan dan 

Pendistribusiaan Bahan Bakar Minyak

Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan

Gas Bumi Melalui Pipa

PP Nomor 34 Tahun 2005 tentang

Perubahan PP No. 35 Tahun 2004

PP Nomor 36 Tahun 2004  tentang

Kegiatan Usaha Hilir

Minyak dan Gas Bumi

PP Nomor 30 Tahun 2009  tentang

Perubahan PP No. 36 Tahun 2004 

Perpres No. 126 Tahun 2015 tentang

Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan

Harga Liquefied Petrolueum Gas Untuk 

Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil

PP Nomor 55 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua PP No. 35 Tahun 2004

Perpres No. 146 Tahun 2015 ttg

Pelaksanaan Pembangunan dan 

Pengembangan Kilang Minyak di 

Dalam Negeri

Perpres Nomor 64 Tahun 2012

tentang Penyediaan, Pendistribusian, 

Dan Penetapan Harga  Bahan Bakar

Gas Untuk Transportasi Jalan

Perpres Nomor 125 Tahun 2015

Ttg Perubahan Perpres Nomor 64 Th

2012 ttg Penyediaan, Pendistribusian, 

Dan Penetapan Harga  Bahan Bakar

Gas Untuk Transportasi Jalan

Perpres Nomor 40 Tahun 2016 

tentang

Penatapan Harga Gas Bumi

Keputusan Dirjen Migas KESDM
No. 171.K/HK.02/DJM/2021 

ttg Pedoman dan Tata Cara Penugasan,

Penyediaan dan Pendistibusian LPG

Melalui Penunjukan Langsung dan/atau 

Seleksi

Keputusan Dirjen Migas KESDM
No. 171.K/HK.02/DJM/2021 

ttg Pedoman dan Tata Cara Penugasan,

Penyediaan dan Pendistibusian LPG

Melalui Penunjukan Langsung dan/atau

Seleksi

UU Nomor 11 Tahun 2020 

tentang

Cipta Kerja

Perpres Nomor 69 Tahun 2021

tentang

Perubahan Kedua Atas Perpres

No. 191 Tahun 2014 tentang

Penyediaan, Pendistibusian, dan 

Harga Jual Eceran BBM

Perpres Nomor 69 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Perpres No. 38 Tahun 2019

tentang Penyediaan, Pendistibusian, dan

Penetapan Harga LPG  Untuk Kapal

Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran

dan Mesin Pompa Air Bagi Petani

Permen ESDM No. 25 Tahun 2017 ttg

Percepatan Pemanfaatan Bahan Bakar

Gas untuk Transportasi Jalan

Permen ESDM No. 40 Tahun 2017 Ttg

Pendelegasian Wewenang Pemberian

Perizinan Bidang Kegiatan Usaha

Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal

Permen ESDM No. 4 Tahun 2018 ttg

Pengusahaan Gas Bumi pada

Kegiatan Usaha Hilir Migas

Permen ESDM No. 40 Tahun 2018

Ttg Perubahan Keenam atas Permen

ESDM No.39 Tahun 2014 ttg

Perhitungan Harga Jual Eceran BBM
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KERANGKA REGULASI SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

LEGISLASI KERANGKA REGULASI

UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN/

KEPUTUSAN PRESIDEN

PERATURAN/

KEPUTUSAN MENTERI

JUKNIS 

DIRJEN

NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL

PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang 

Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan

Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di 

Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Sekretariat Jenderal KESDM 2017©

PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang

Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi

Perpres Nomor 95 Tahun 2012
tentang Pengalihan Pelaksanaan

Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha

Hulu Minyak dan Gas Bumi

Perpres Nomor 9 Tahun 2013
Tentang Penyelenggaraan

Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi

PP Nomor 34 Tahun 2005 tentang

Perubahan PP No. 35 Tahun 2004

PP Nomor 55 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua PP No. 35 Tahun 2004

Permen ESDM No. 30 Tahun 2017 Ttg Pengenaan, 
Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran PNBP

yang Berlaku pada Ditjen Migas KESDM

Permen ESDM No.37 Tahun 2016 ttg
Ketentuan Penawaran PI 10% pada WK Migas

Permen ESDM No. 47 Tahun 2017 ttg
Perubahan Atas Permen ESDM 

No. 26 Tahun 2017 ttg

Mekanisme Penegmbalian Biaya

Investasi Pada Kegiatan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi

Permen ESDM No. 17 Tahun 2017 ttg
Organisasi dan Tata Kerja Satuan

Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha

Hulu  Minyak dan Gas Bumi

Permen ESDM No. 7 Tahun 2019 ttg Pengelolaan
Dan Pemanfaatan Data Migas

UU Nomor 22 Tahun 2001 

tentang

Minyak dan Gas Bumi

UU Nomor 11 Tahun 2020 

tentang

Cipta Kerja

Perpres Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Perpres No.9 Tahun 2013

Tentang Penyelenggaraan

Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi

Perpres Nomor 121 Tahun 2020 ttg Perubahan atas
Perpres No.40 Tahun 2016 ttg Penetapan Harga 

Gas Bumi

Permen ESDM No. 39 Th 2016 tentang
Sistem Monitoring Produksi Minyak Bumi

Berbasis Online Real Time Pada Fasilitas

Produksi Kegiatan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi

Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008

tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan

Minyak Bumi Pada Sumur Tua

Berlaku
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KERANGKA REGULASI 
SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

LEGISLASI KERANGKA REGULASI

UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH

PERATURAN/

KEPUTUSAN 

PRESIDEN

PERATURAN/

KEPUTUSAN 

MENTERI

JUKNIS DIRJEN

NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL

UU Nomor 22 Tahun 2001 

tentang

Minyak dan Gas Bumi

PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang

Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi

PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berbasis

Resiko

PP Nomor 34 Tahun 2005 tentang

Perubahan PP No. 35 Tahun 2004

PP Nomor 36 Tahun 2004  tentang

Kegiatan Usaha Hilir

Minyak dan Gas Bumi

PP Nomor 30 Tahun 2009  tentang

Perubahan PP No. 36 Tahun 2004 

PP Nomor 55 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua PP No. 35 Tahun 2004

Keputusan Dirjen Migas KESDM
No. 171.K/HK.02/DJM/2021 

ttg Pedoman dan Tata Cara Penugasan,

Penyediaan dan Pendistibusian LPG

Melalui Penunjukan Langsung dan/atau

Seleksi

Keputusan Dirjen Migas KESDM
No. 171.K/HK.02/DJM/2021 

ttg Pedoman dan Tata Cara Penugasan,

Penyediaan dan Pendistibusian LPG

Melalui Penunjukan Langsung dan/atau

Seleksi

UU Nomor 11 Tahun 2020 

tentang

Cipta Kerja

Perpres Nomor 69 Tahun 2021

tentang

Perubahan Kedua Atas Perpres

No. 191 Tahun 2014 tentang

Penyediaan, Pendistibusian, dan 

Harga Jual Eceran BBM

TMT 3-08-2021

Permen ESDM No. 17 Tahun 2021 ttg

Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar

pada Kegiatan Usaha Migas

Permen ESDM No. 23 Tahun 2021

Ttg Pengelolaan WK Migas untuk KKS 

yang akan berakhir

Permen ESDM No. 5 tahun 2021 

Ttg Standar Kegiatan Usaha dan Produk

Pada Penyeleggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM

Perpres No. 70 Tahun 2021

Ttg Perubahan atas Perpres No. 104

Tahun 2007 tentang Penyediaan, 

Pendistribusian dan Penetapan Harga

LPG Tabung 3Kg

Perpres No. 121 Tahun 2020

Ttg Perubahan atas Perpres No. 40 Tahun

2016 ttg Penetapan Harga Gas

Permen ESDM No.32 tahun 2021 

Ttg Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan

Keselamatan Instalasi dan Peralatan

Pada Kegiatan Usaha Migas

Kepmen ESDM No. 134.K/HK.02/

MEM.M/2021 ttg Pengguna dan Harga

Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROLEGNAS SUBSEKTOR 
MIGAS TAHUN 2021

4. RPM tentang 
Perhitungan Harga Jual 
Eceran Bahan Bakar 
Minyak 

Telah terbit Peraturan 
Menteri ESDM Nomor 20 
Tahun 2021 tentang 
Perhitungan Harga Jual 
Eceran Bahan Bakar 
Minyak 

5. RPM tentang Tata Cara 
Penetapan dan 
Penawaran Wilayah 
Kerja Minyak dan Gas 
Bumi 

Telah terbit Peraturan 
Menteri ESDM Nomor 35 
Tahun 2021 tentang Tata 
Cara Penetapan dan 
Penawaran Wilayah Kerja 
Minyak dan Gas Bumi 

6. RPM tentang Inpeksi 
Teknis dan 
Pemeriksaan 
Keselamatan Instalasi 
dan Peralatan pada 
Kegiatan Usaha Minyak 
dan Gas Bumi 

Telah terbit Peraturan 
Menteri ESDM Nomor 32 
Tahun 2021 tentang 
Inpeksi Teknis dan 
Pemeriksaan 
Keselamatan Instalasi dan 
Peralatan pada Kegiatan 
Usaha Minyak dan Gas 
Bumi 

 

No. Judul Rancangan Keterangan 

1.  RPerpres tentang 
Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden 
Nomor 191 Tahun 2014 
tentang Penyediaan, 
Pendistribusian, dan 
Harga Jual Eceran 
Bahan Bakar Minyak 

Telah terbit Peraturan 
Presiden Nomor 69 Tahun 
2021 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan 
Presiden Nomor 191 
Tahun 2014 tentang 
Penyediaan, 
Pendistribusian, dan 
Harga Jual Eceran Bahan 
Bakar Minyak 

2. RPerpres tentang 
Perubahan Atas 
Peraturan Presiden 
Nomor 104 Tahun 2007 
tentang Penyediaan, 
Pendistribusian, dan 
Penetapan Harga 
Liquefied Petroleum 
Gas Tabung 3 Kilogram 

Telah terbit Peraturan 
Presiden Nomor 70 Tahun 
2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden 
Nomor 104 Tahun 2007 
tentang Penyediaan, 
Pendistribusian, dan 
Penetapan Harga 
Liquefied Petroleum Gas 
Tabung 3 Kilogram 

3. RPerpres tentang 
Perubahan Atas 
Peraturan Presiden 
Nomor 38 Tahun 2019 
tentang Penyediaan, 
Pendistribusian, dan 
Penetapan Harga 
Liquefied Petroleum 
Gas untuk Kapal 
Penangkap Ikan bagi 
Nelayan Sasaran dan 

Telah terbit Peraturan 
Presiden Nomor 71 Tahun 
2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden 
Nomor 38 Tahun 2019 
tentang Penyediaan, 
Pendistribusian, dan 
Penetapan Harga 
Liquefied Petroleum Gas 
untuk Kapal Penangkap 
Ikan bagi Nelayan 
Sasaran dan Mesin 



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROLEGNAS 
SUBSEKTOR MIGAS TAHUN 2021

7. RPM tentang Prioritas 
Pemanfaatan Minyak 
Bumi untuk Kebutuhan 
Dalam Negeri 

Telah terbit Peraturan 
Menteri ESDM Nomor 18 
Tahun 2021 tentang 
Prioritas Pemanfaatan 
Minyak Bumi untuk 
Pemenuhan Kebutuhan 
Dalam Negeri 

8. RPM tentang 
Pengelolaan Wilayah 
Kerja Minyak dan Gas 
Bumi yang Akan 
Berakhir Kontrak Kerja 
Samanya 

Telah terbit Peraturan 
Menteri ESDM Nomor 23 
Tahun 2021 tentang 
Pengelolaan Wilayah 
Kerja Minyak dan Gas 
Bumi untuk Kontrak Kerja 
Sama yang Akan Berakhir 

9. RPM tentang 
Pelaksanaan 
Pengelolaan Gas Suar 
pada Kegiatan Usaha 
Minyak dan Gas Bumi 

Telah terbit Peraturan 
Menteri ESDM Nomor 17 
Tahun 2021 tentang 
Pelaksanaan Pengelolaan 
Gas Suar pada Kegiatan 
Usaha Minyak dan Gas 
Bumi 

10. RPM tentang 
Perubahan Atas 
Peraturan Menteri 
ESDM Nomor 4 Tahun 
2018 tentang 
Pengusahaan Gas 
Bumi pada Kegiatan 
Usaha Hilir Minyak dan 
Gas Bumi 

Telah terbit Peraturan 
Menteri ESDM Nomor 19 
Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas 
Peraturan Menteri ESDM 
Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Pengusahaan 
Gas Bumi pada Kegiatan 
Usaha Hilir Minyak dan 
Gas Bumi 

 

11. RPM tentang 
Perubahan Atas 
Peraturan Menteri 
ESDM Nomor 26 Tahun 
2009 tentang 
Penyediaan dan 
Pendistribusian 
Liquefied Petroleum 
Gas 

Telah terbit Peraturan 
Menteri ESDM Nomor 28 
Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas 
Peraturan Menteri ESDM 
Nomor 26 Tahun 2009 
tentang Penyediaan dan 
Pendistribusian Liquefied 
Petroleum Gas  

12. RPM tentang 
Perubahan Atas 
Peraturan Menteri 
ESDM Nomor 32 Tahun 
2017 tentang 
Pemanfaatan dan 
Harga Gas Suar pada 
Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi 

Telah terbit Peraturan 
Menteri ESDM Nomor 30 
Tahun 2021 tentang Tata 
Cara Penetapan Alokasi 
dan Pemanfaatan Serta 
Harga Gas Suar pada 
Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi 

13. RPM tentang Tata Cara 
Penetapan Metodologi, 
Formula Harga, dan 
Harga Minyak Mentah 
Indonesia 

Telah terbit Peraturan 
Menteri ESDM Nomor 29 
Tahun 2021 tentang Tata 
Cara Penetapan 
Metodologi, Formula 
Harga, dan Harga Minyak 
Mentah Indonesia 

14. RPM tentang Wajib 
Daftar dan Pengawasan 
Standar dan Mutu 
(Spesifikasi) Pelumas 
yang Dipasarkan di 
Dalam Negeri 

Dalam proses 
penyusunan kembali susai 
arahan pimpinan 

 



Kegiatan Usaha Migas

Usaha Inti Migas Usaha Penunjang Migas

Usaha Jasa

Penunjang Migas

Industri Penunjang

Migas

• Industri Material 

dan Peralatan 

Migas

 Jasa Survei 

 Jasa G&G

 Jasa Pemboran

 Jasa Konsultansi (antara lain:  

Rancang Bangun dan Rekayasa, 

Front End Engineering Design/

FEED)

 Jasa Inspeksi 

 Jasa Pengujian

 Jasa Operasi dan Pemeliharaan

 Jasa Litbang

 Jasa Diklat

 Jasa Penyimpanan dan 

Pengangkutan selain Kegiatan 

Usaha Hilir (contoh FPSO)

 Jasa Lainnya

Kegiatan 

Usaha Hulu 

(pasal 1 

angka 7 UU 

Migas)

Kegiatan Usaha 

Hilir

(pasal 1 angka 

10 UU Migas) 

Usaha Jasa Konstruksi 

Migas

• Konstruksi 

• Instalasi

• Konsultan

Usaha Jasa Non Konstruksi 

Migas

• Industri Pipa 

Pemboran

• Industri Wellhead

• Industri Pipa alir

• Industri Kimia 

Pemboran

• Industri Lainnya

• Eksplorasi 

• Produksi

• Pengolahan

• Pengangkutan

• Penyimpanan

• Niaga



PRINSIP DASAR KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS

• KEGIATAN USAHA HILIR DAPAT DILAKSANAKAN OLEH BADAN
USAHA SETELAH MENDAPAT IZIN USAHA DARI MENTERI

I

Z

I

N

U

S

A

H

A

• IZIN USAHA YANG DIPERLUKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA
HILIR MIGAS DIBEDAKAN ATAS :
A. IZIN USAHA PENGOLAHAN
B. IZIN USAHA PENYIMPANAN
C. IZIN USAHA PENGANGKUTAN
D. IZIN USAHA NIAGA

• BADAN USAHA DAPAT DIBERIKAN LEBIH DARI SATU IZIN USAHA SEPANJANG
TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

• BADAN USAHA YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HILIR DILARANG
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HULU

• BADAN USAHA ATAU BENTUK USAHA TETAP YANG MELAKUKAN KEGIATAN
USAHA HULU DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HILIR



KEGIATAN USAHA MIGAS

KILANG

DEPO

INDUSTRI

SPBU

TRANSPORTASI

HILIR

EKSPOR

PRODUKSI
PIPAEKSPLORASI &

EKSPLOITASI

PENGAPALAN

DEVISA

EKSPOR
KKKS

HULU



Ruang Lingkup

Kegiatan Usaha Hilir Migas 

•Kegiatan Usaha Hilir meliputi :

1. Kegiatan usaha Pengolahan

Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak

Bumi dan/atau Gas Bumi , tetepi tidak termasuk pengolahan lapangan.



• Kegiatan Usaha Pengangkutan 

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah 

Kerja atau dari tempat penampungan dan  Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa 

transmisi dan distribusi.



3. Kegiatan Usaha Penyimpanan 

Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak

Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di

bawah permukaan tanah dan/ataui permukaan air untuk tujuan komersial



4. Kegiatan Usaha Niaga 

Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya,

termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa
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Corporate Secretary

Corp. Comm & Inv. Rel

ORGANISASI PERTAMINA 
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TERIMA KASIH


